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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan di depan yaitu, 

bahwa pidana mati masih tercantum  di dalam KUHP maupun di luar KUHP karena 

beberapa alasan, yaitu mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan 

penduduknya yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi 

yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, 

bentrokan yang tajam dan kekacauan yang besar di kalangan masyarakat dan juga alat 

perlengkapan Negara yang masih kurang atau tidak sempurna. Masih 

dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditegaskan 

kembali oleh MK melalui putusannya NO 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa 

penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain 

pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. 

 Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP pidana mati dicantumkan 

meskipun bersifat khusus yang ancamannya alternatif, karena tim perancang KUHP 

mempertimbangkan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya 

bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu 

(pelaku tindak pidana). 
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B. Saran 

1. Meskipun pidana mati masih tercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP 

namun dalam penjatuhannya diharapkan pidana mati perlu 

mempertimbangkan secara selektif yang berorientasi pada perlindungan atau 

kepentingan individu (pelaku tindak pidana). 

2. Disarankan konsep rancangan KUHP yang sedang dalam tahap pembahasan 

di DPR segera disahkan, sehingga di masa yang akan datang pidana mati itu 

akan menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara 

alternatif. Apabila diterapkan pidana mati diharapkan bersifat selektif yang 

berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak 

pidana). 
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